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 v 
ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pendapat Ibnu Abidin 
tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa; 2) metode istinbath hukum yang 
digunakan oleh Ibnu Abidin; 3) dan relevansinya di Indonesia 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library 
research). Adapun analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis 
deskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: menurut pendapat Ibnu Abidin, 
nafkah lalu yang belum sempat diberikan oleh seorang suami menjadi gugur 
dengan sendirinya yaitu dengan berlalunya waktu tanpa ketetapan hakim di 
pengadilan dan kesepakatan kedua belah pihak (antara suami dan isteri). Adapun 
ketentuan waktu yang dapat menggugurnya nafkah yaitu apabila dalam waktu 
lebih dari satu bulan dari pihak isteri tidak menuntut nafkah maupun tidak ada 
ketetapan dari pengadilan bahwa suaminya tidak menanggung hutang nafkah atas 
isteri. Tetapi apabila kurang dari satu bulan sejak nafkah itu belum sempat 
diberikan kepada isterinya kemudian dengan berlalunya waktu, maka nafkah yang 
lalu tersebut tidak gugur secara otomatis dan tetap menjadi kewajiban dari suami 
untuk memberikannya. Hal tersebut dikarenakan dengan keterlambatan hanya 
hitungan hari dianggap lumrah.  Ibnu Abidin juga menganggap bahwa nafkah itu 
silah, dan bukanlah ‘iwadh, melainkan layaknya hibah. Seseorang belum bisa 
mememilki sesuatu sebelum sesuatu itu diberikan oleh orang lain, dengan kata 
lain bahwa hak nafkah isteri belum bisa dimiliki secara mutlak sebelum hak 
nafkah itu diberikan oleh seorang suami. 
Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin yaitu 
menggunakan istihsan. Memang dalam hal ini, Ibnu Abidin tidak menyebutkan 
secara jelas tentang metode istinbath yang beliau gunakan, tetapi setidaknya 
beliau mengikuti pendapat imamnya yaitu Abu Hanifah,terhadap sesuatu hal yang 
tidak diketemukan dalam al-qur’an dan As-Sunah. 
Dengan gugurnya nafkah suami sebab berlalunya waktu, yang mana tidak ada 
tuntutan dari isteri maupun ketetapan dari pengadilan, setidaknya dapat 
mengurangi beban suami dalam hal pemberian nafkah di tengah keadaan 
perekonomian yang serba sulit seperti sekarang ini. Hal tersebut tidak lepas dari 
dasar penberian nafkah yaitu untuk mencukupi kebutuhan.
 vi 
MOTTO 
 
 
 
 
َنَ الَُمُرونَ أ َت َأَ  َت َ اس  َو أ ن  ُتم  َأ ن  ُفس ُكم  ن  َو ت  ن س و  َأ ف الَ ت َ بِال ِبرِّ َال ِكت اب  ُلون 
 (44رة:َقالب) ت  ع ِقُلونَ 
Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang 
kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu 
membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir. (QS. Al-
Baqarah: 44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 Soenarjo dkk., al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 16 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
 Kehadiran syariat Islam ke tengah-tengah umat manusia adalah 
dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia serta mengangkat 
martabat manusia ke tempat lebih luhur dan suci. Termasuk satu diantaranya 
ialah menuntun dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan 
membangun kehidupan rumah tangga yang bersih, suci, damai, sejahtera, 
bahagia, serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmah dari Allah.
1
 
Keluarga diletakkan dalam Al Qur'an sebagai batu pertama dalam 
pembinaan masyarakat. Karena itu Al Qur'an dengan serius menyusun tentang 
kekeluargaan secara terperinci dengan diterangkan semua hak dan kewajiban 
setiap anggota keluarga.
2
 
Suami isteri yang telah terikat dalam tali perkawinan haruslah 
merupakan suatu paduan dua unsur yang harmonis, yang satu sama dengan 
yang lainnya tambal-menambal, lengkap-melengkapi serta saling menopang 
dalam kelemahan dan kekurangan masing-masing dan di atas segala-galanya. 
Ikatan suci yang dipersaksikan oleh Allah ini harus ditopang oleh kasih 
sayang yang penuh dengan kemesraan, sebagaimana digambarkan dalam Al 
Qur'an yang menyatakan: 
                                                 
1
 Mustafa Kamal Pasha dkk., Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majlis Tarjih, 
Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, hlm. 253 
2
 Mu'amal Hamidy, Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Islam Menjawabnya, 
Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1978, hlm. 11 
  
 
2 
ٓ ا يرح ا ِٚٓ ا      ِّ   ٌيٙا جا ٌّرسىٕٛا ا شٚا ٔفسىُ ا ْ خٍك ٌىُ 
زحّح  ِٛد ُتيٕى  ًٚجع   ّٚ ج  ْٚاليد ٌّمَٛ يرفّىس ٌه ّْ فٝ ذ ا ّ  
(12 )اٌّسَٚ؛   
Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untuk kalian berjodoh-jodoh dari jenis kalian sendiri agar supaya 
kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dijadikan-Nya 
diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir." ( Surat Ar-Ruum:21).
3
 
 
Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu 
sebab yang mewajibkan pemberian nafkah seperti halnya dengan 
kekerabatan.
4
 Nafkah atas isteri ditetapkan nashnya dalam surat berikut ini: 
ّٓ تاٌٗ زشل ٌٌّٛٛد ٚعٍٝ ا     ّٓ ٚوسٛذٙ (122ٌّعسٚف )اٌثمسج؛ ٙ  
Artinya: "Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada 
para ibu dengan cara yang ma'ruf."(Surat Al-Baqarah:233).
5
 
 
Banyak suami yang dalam memberikan nafkah kepada para 
keluarganya ada dua kenyataan yang berlawanan. Sebagian dari mereka 
memberi nafkah secara berlebihan yang mengakibatkan pembelanjaan yang  
mubazir. Sebagian lainnya bersikap kikir kepada isterinya, mempersempit 
penghidupannya dan tidak memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan-
                                                 
3
 Depag.RI., Al Qur'an dan Tarjamahannya, Jakarta: CV.Adi Grafika, 1994, hlm. 644 
4
 Muhammad Jawad Al Mughniyyah, Fiqh Lima Mazhab, Alih Bahasa oleh: Masykur, 
Afif M., Idrus al-Kahfi, Cet. Ke XVI, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006, hlm. 400 
5
 Depag.RI., Op.Cit., hlm. 233 
  
 
3 
kebutuhannya secara wajar dan ma'ruf (sesuai dengan kebutuhan).
6
 Allah swt 
dalam firman-Nya mewajibkan pemberian nafkah menurut ukuran sedang 
yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang dari kebutuhan penghidupan 
sehari-hari. Dalam Al Qur'an disebutkan: 
ًّ ا ٚال ذجعً يد       ٍِِٛا  رمعد ٌثسط ف ن ِغٌٍٛح اٌٝ عٕمه ٚال ذثسطٙا و
(12)اال سس؛ اِحسٛز   
Artinya: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu 
dan janganlah kamu terlalu menggulurkannya karena itu kamu 
menjadi tercela dan menyesal."(Surat Al-Isro:29). 
7
 
Dan juga dalam surat Al-Furqon disebutkan: 
         ِا ٌه لٛا ْ تيٓ ذ ٔفمٛ ٌُ يسسفٛا ٌُٚ يمرسٚا ٚوا ا ا ذ يٓ ا ٌّر ٚا 
(76)اٌفسلاْ؛  
Artinya: "……Dan mereka yang bila membelanjakan (hartanya) tidak 
berlebih-lebihan dan tidak(pula) kikir,dan adalah(pembelanjaan 
itu) di tengah-tengah antara yang demikian."(Surat Al-
Furqon:67).
8
 
 
Masalah ukuran kebutuhan selalu berlainan dari waktu ke waktu, 
antara lingkungan yang satu dan kalangan yang lain serta antara orang yang 
satu dengan orang lain. 
9
Untuk menghadapi kenyataan hidup seperti itu, Al 
Qur'an telah memberi petunjuk sebagai pedoman: 
                                                 
6
 Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Mutakhir, Bandung: Yayasan Al Hamidy, 2000, hlm. 
676 
7
 Depag.RI., Op.Cit., hlm. 428 
8
 Ibid., hlm. 568 
9
 Yusuf Qardhawi, Op.Cit.,  hlm. 677 
  
 
4 
يىٍف  الٖ هللا  ذا ز عٍيٗ زشلٗ فٍيٕفك ِّا ا ٚسعح ِٓ سعرٗ ِٚٓ لد ٌيٕفك ذ  
(6)اٌطاّلق؛ ٘ا   سيجعً هللا تعد عسس يّسسا ذا ٔفسا االّ ِا ا هللا  
Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan 
kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 
memberi nafkah dari apa yang dikaruniakan Allah 
kepadanya.Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."(Surat 
At-Tholaq:7)
10
 
 
Sebetulnya dalam syari'at Islam, besar-kecilnya nafkah yang wajib 
diberikan oleh suami kepada isteri tidak ditetapkan nilainya secara pasti. 
Bahkan Rasulullah dalam usahanya menerapkan batas kecukupan tetap terikat 
pada makna lafal ma'ruf (secara baik-baik atau layaknya). 
Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra 
yang diriwayatkan oleh Bukhari dituturkan sebagai berikut: 
تاا سافياْ زجاً  ْ ا ٌاد   ياا زساٛي   ا ْ ٕ٘اد تٕاد عهثاٗ لاا ئشاح ا عٓ عاا
ي  فماايعطيٕاٝ ِاا يىفيٕاٝ ٌٚٚادٜ االّ ِاا اخارخ ِٕاٗ ٚ٘اٛ ال يعٍاُ  شاحي  ٚال
                                  زٜ ( تجازٚاٖ  ٌّعسٚف ) ن تا خرٞ ِا يىفيه ٌٚٚد
11
 
Artinya: "Pada suatu hari Hindun (isteri Abu Sufyan) menghadap Rasulullah 
saw dan melapor: "Ya Rasulullah, Abu Sufyan sangat kikir. Dia 
tidak memberi nafkah kepada saya untuk mencukupi kebutuhan 
saya dan anak saya. Untuk memperoleh jumlah yang cukup saya 
ambil saja sebagian dari uangnya tanpa sepengetahuannya.". 
Menanggapi keluhan Hindun tersebut beliau saw berkata: 
"Ambillah sekedar mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan 
anakmu". 
 
                                                 
10
 Depag.RI., Op.Cit.,  hlm. 946 
11
Imam Abi  Abdillah Muhammad bi n Ismail al-Bukhori,  Shahih Bukhari , Juz. V, 
Semarang: Maktabah Toha Putera, t.th., hlm. 192   
  
 
5 
Selain seorang suami berkewajiban memberi nafkah seperti 
sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal), seorang suami juga 
berkewajiban untuk membayar mahar, menggauli isteri secara ma'ruf (baik 
dan harmonis), serta memimpin keluarga dan memberi bimbingan yang 
benar.
12
 
Seorang suami dalam hal memberikan kewajiban nafkah kepada 
isterinya terbagi dalam dua kondisi. Kondisi pertama, yaitu seorang suami 
dalam keadaan kesulitan. Dalam hal ini semua ulama sepakat bahwa 
kewajiban nafkah terhadap isteri dianggap terhutang sampai seorang suami 
dalam keadaan berkelapangan. 
13
Dalam Al Qur'an diterangkan: 
(182ٌٝ ِيسسج)اٌثمسج؛ ظسج إٚعسسج ف ْ ذ ْ وا ٚا     
Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan kesulitan, 
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan".(Surat Al-
Baqarah:280).
14
 
 
Kondisi kedua, yaitu seorang suami dalam keadaan berkelapangan 
(mampu memberi nafkah). 
15
Apabila seorang suami enggan atau lupa 
memberikan nafkah, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para 
ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkahnya menjadi terhutang 
yang harus dipertanggung-jawabkan suami, sekalipun waktunya cukup lama 
(tidak berlaku surut).  
                                                 
12
 Moch. Saifulloh Al Aziz, Fiqh Islam Lengkap, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 
499 
13
 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: 
Kencana, 2004, hlm. 242 
14
 Depag.RI., Op.Cit.,  hlm. 70 
15
 Satria Effendi M. Zein, Op.Cit.,  hlm. 243 
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Hutang dalam hal ini sama dengan hutang piutang lainnya yang 
sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya kecuali kalau dilunasi atau 
dibebaskan.
16
 
Sedangkan Ibnu Abidin (hanafiyah) berpendapat berbeda dengan 
mayoritas ulama pada umumnya, yaitu sebagai berikut: 
ٌاة  ضسا فا ِرٕع فال يطا ٚ وا ْ حا ب عٕٙا ا ْ غا ا ٌُ يٕفك عٍيٙا تا ذ ا  
 ٌّاد تٙاا تاً ذسامط تّ اٝ ا
ج ّ  
17
 
Artinya: "Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di 
rumah) maupun berada di rumah tapi menolak / enggan memberi  
maka hak nafkah tidak bisa dituntut tetapi gugur dengan 
berlalunya waktu atau masa." 
 
Berangkat dari pendapat di atas bahwa Ibnu Abidin mempunyai 
pendapat yang berbeda dari kebanyakan pendapat mayoritas ulama. Atas dasar 
tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih komperehensif terhadap masalah 
tersebut yang berjudul " Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa (Studi 
Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin) "   
 
B.  Perumusan Masalah 
                                                 
16
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996, hlm. 86 
17
Ibnu Abidin,  Radd al-Muhtar Juz V,  Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994 hlm. 311  
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Dari landasan berfikir, maka setiap penelitian terdapat 
permasalahan sehingga dari permasalahan inilah yang melatarbelakangi 
terciptanya gagasan dilakukan penelitian.
18
 
Kegiatan penelitian selain untuk mencapai hasil yang diinginkan 
dalam tujuan penelitian, juga untuk mengetahui lebih jauh terhadap objek 
yang akan dikaji sehingga dilakukan penelitian agar dapat memecahkan 
permasalahan. 
Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini menfokuskan 
permasalah sebagai berikut: 
1.  Bagaimanakah pendapat Ibnu Abidin tentang nafkah sebab kadaluarsa? 
2. Bagaimanakah metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Abidin 
tentang gugurnya nafkah  sebab kadaluarsa?  
C.  Tujuan Penelitian 
`Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini 
adalah: 
1.  Tujuan Fungsional 
a. Untuk mengetahui secara mendalam pendapat Ibnu Abidin tentang 
gugurnya nafkah sebab kadaluarsa. 
b. Untuk mengetahui istinbath hukum Ibnu Abidin tentang gugurnya 
nafkah sebab kadaluarsa. 
2.  Tujuan Formal 
                                                 
18
 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,, Jakarta: Rineka Cipta, 
1991, hlm. 80 
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Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pada jenjang 
strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.  
 
 
D.  Telaah Pustaka 
Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau 
karya tulis ilmiah lain yang telah membahas seputar nafkah yang penulis 
jumpai diantaranya : 
1.  Studi komparatif pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang 
pemberian nafkah kepada keluarga yang berbeda agama, yang ditulis oleh 
Fahrur Rohmad (2194169), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 
Semarang, dalam skripsinya tersebut berpendapat, bahwa Imam Hanafi 
mengatakan, khususnya masalah orang tua terhadap anak atau sebaliknya 
menyatakan bahwa memberi nafkah kepada orang tua atau anak tersebut 
hukumnya tetap wajib walaupun diantara mereka berlainan agama. Karena 
di dalam Islam mengajarkan adanya toleransi yang besar dalam segala 
sesuatunya termasuk di dalamnya agama. Dan Imam Hanafi beralasan 
bahwa perbedaan agama antara orang tua dan anak dalam hal ini adalah 
keluarga tidak mempunyai pengaruh terhadap hak dan kewajiban nafkah 
mereka. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa antara orang tua 
(ayah) dan anak tidak saling memberi nafkah bila mereka berlainan agama 
dengan alasan bahwa tugas memberi nafkah tersebut adalah imbangan dari 
hak untuk mendapat harta warisan. Dalam artian bagi mereka tugas 
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memberi nafkah menjadi tidak ada sebab mereka tidak saling mewarisi 
satu sama lain karena adanya hijab (penghalang) yaitu berlainan agama 
walaupun hubungan kekeluargaannya vertikal, seperti orang tua dan anak. 
Adapun dalam skripsi ini, penulis membahas tentang gugurnya nafkah 
sebab kadaluarsa, jadi sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Fahrur Rohmad tersebut. 
2.  Skripsi Misleni (2199014) dengan judul "Studi Analisis Terhadap 
Pendapat Ibn Hazm Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Kepada 
kerabat", Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dalam 
skripsinya tersebut Misleni mengambil kesimpulan terhadap pendapat Ibn 
Hazm bahwa kewajiban memberi nafkah kepada kerabat yang tidak 
mampu di mana yang menaggung beban nafkahnya adalah kerabat yang 
mampu, yang memunyai harta dan pekerjaan lebih dari cukup dan telah 
melebihi dari kebutuhannya sendiri dan keluarganya.Alasan yang 
digunakan Ibn Hazm adalah : 
a.  Beliau mendasarkan pada makna zhahir nash atau dengan kata lain 
beliau memegang pendapat ahli zhahir. Dalam artian jika ada kerabat 
yang kaya maka ia berkewajiban memberi nafkah kepada kerabat yang 
tidak mampu. 
b. "Sesuai dengan kadar kesanggupannya", kewajiban memberi nafkah 
kepada kerabat yang tidak mampu merupakan kewajiban bagi kerabat 
yang mampu. Hal ini Ibn Hazm berdasarkan nash al-Qur'an yang 
berpendapat bahwa dalam keadaan tidak ada harta dan pekerjaan (tidak 
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mampu), maka kerabat yang mampu (mempunyai kelebihan harta dan 
pekerjaan baik karena menerima warisan atau dari hasil usahanya) 
berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Sebagai kerabat yang masih 
ada hubungan mahram atau maurust, yang mana ia mampu, maka juga 
berkewajiban memberi nafkah pada kerabat yang tidak mampu. 
c.  Skripsi Ruyani (2001) dengan judul "Studi Analisis Pendapat Imam al-
Nawawi al-Dimasqy Tentang Tidak Adanya Fasakh Nikah Terhadap 
Suami Kaya Yang Menolak Memberikan Nafkah Kepada Isterinya", 
Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.  
Dari beberapa skripsi yang penulis jumpai belum ada yang membahas 
tentang "Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa (Studi Analisis Terhadap 
Pendapat Ibnu Abidin)", yang akan penulis bahas tentang nafkah sebab 
kadaluarsa menurut beberapa Imam Mazhab dan dikhususkan menurut 
Ibnu Abidin. Oleh karena itu penulis mencoba membahas tentang 
bagaimana pendapat Ibnu Abidin  tentang nafkah sebab kadaluarsa, serta 
metode istinbath hukum Ibnu Abidin, di mana dalam pembahasan tersebut 
tidak lepas dari pendapat ulama lain.         
 
E.  Metode Penelitian  
Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat 
utama dalam pengumpulan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian 
kurang tepat, metode penelitiannya tentu akan mengalami kesulitan, bahkan 
tidak akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan. 
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Berkaitan dengan persoalan di atas, Winarno Surahmat mengatakan bahwa 
metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.
19
 
Dalam uasaha memperoleh data ataupun informasi yang 
diperlukan, maka penelitian ini meggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu 
menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan 
untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh 
para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang 
yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topic yang 
dipilih, memanfaatkan data sekunder serta menghindarkan duplikasi 
penelitian.
20
  
Data-data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui 
studi pustaka atau telaah. Mengingat studi ini, berkaitan dengan studi 
tokoh, maka secara metodologis kajian ini dalam kategori penelitian 
eksploratif.
21
 Artinya, menggali pemikiran Ibnu Abidin tentang gugurnya 
nafkah sebab kadaluarsa, kemudian dicari relevansi pemikiran tersebut 
dalam konteks sekarang di Indonesia. 
 
 
                                                 
19
 Winarno Surahmat, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik, 
Bandung: Tarsito Rimbun, 1995, hlm. 65 
20
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES, 
1982, hlm. 70 
21
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998, hlm. 8  
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2. Metode Pengumpulan Data 
Bentuk penelitian yang dilakukan di sini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian tersebut berlaku pada pengetahuan humanistik atau 
interpretatif yang secara teknis penekanannya pada teks dan penelitian ini 
merupakan serangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan 
masalah.
22
 
Mengingat bahwa penelotian kepustakaan yang berisi buku-buku 
sebagai bahan bacaan dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan 
penulisan karya ilmiah, maka untuk mengumpulkan data-data dalam 
penelitian ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer
23
  dalam penelitian ini adalah pemikiran 
yang ditulis oleh Ibnu Abidin sendiri. Dalam hal ini adalah kitab Radd 
al-Muhtar. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder
24
 dalam penelitian ini adalah dalam kitab 
Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Kamaluddin, yang notabene 
sama-sama ulama Hanafiah. 
 
                                                 
22
Syaifudin Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 1  
23
Sumber primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau 
digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan 
tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Termasuk sumber primer misalnya 
buku harian, notulen, rapat, manuskrip, memorandum akhir jabatan dan sebagainya yang berasal 
dari tangan pertama. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, 
Cet. V, hlm. 83  
24
Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang 
ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Ibid.  
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3. Metode Analisis Data 
Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka 
langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode 
sebagai berikut: 
a.   Metode content analysis 
Teori-teori dan data suatu informasi yang didapat dari 
rujukan-rujukan dikategorikan terlebih dahulu, kemudian akan dipilih 
dengan sistematis, digeneralisasikan dan kemudian ditarik dari sana 
benang merah yang dapat merumuskan semua itu secara lugas.
25
 
b. Metode Deskriptif Analitis 
Metode deskriptrif  ini digunakan untuk menggambarkan 
sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan 
dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.
26
  
Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara 
konseptional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan 
arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.
27
 
Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan pemikiran 
Ibnu Abidin, kemudian dianalisis serta relevansi pemikirannya dengan 
konteks sekarang. 
 
 
                                                 
25
Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990, hlm. 49   
26
Consuelo G. Sevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 
71  
27
Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 60  
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c. Metode Ushuliyah 
Metode ushuliyah yang dimaksudkan di sini adalah ushul 
fiqh, yaitu pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang 
menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai 
perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.
28
 Dengan kata lain, 
himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil 
dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-
dalilnya yang terinci. 
Metode ini digunakan untuk menganalisa dasar istinbath 
yang digunakan oleh Ibnu abidin tentang gugurnya nafkah sebab 
kadaluarsa.  
F.  Sistematika Penulisan  
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam 
memahami skripsi ini yang berjudul " Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa 
(Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin)" yang penulis persembahkan, 
maka penulis akan menyuguhkan gambaran singkat mengenai permasalahan 
yang akan dibahas dalam perbab adalah sebagai berikut: 
BAB I          PENDAHULUAN 
Dalam bab ini meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode 
penelitian, sistematika penulisan skripsi    
 
                                                 
28
Abdul Wahab Khallaf, Ikmu Ushul Fiqh , Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad 
Qorib, Semarang: Dina Utama,  1994, hlm. 2 
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BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN   
KADALUARSA 
Dalam bab ini menguraikan landasan teori dari judul skripsi yang 
penulis angkat yaitu pengertian, dasar dan hukumnya, sebab-
sebab, syarat dan rukun nafkah, pengertian kadaluarsa dan 
pandangan ulama tentang nafkah sebab kadaluarsa 
BAB III       PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA 
NAFKAH SEBAB KADALUARSA 
Dalam bab ini menguraikan Biografi, pendapat, serta istinbath 
hukum Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa 
 
BAB IV    ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN  TENTANG 
GUGURNYA NAFKAH SEBAB KADALUARSA 
Dalam bab ini menguraikan analisis pendapat Ibnu Abidin 
tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa serta metode istinbath 
Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah sebab kadaluarsa 
 
BAB V         PENUTUP 
Bab lima merupakan rangkaian terakhir dari penelitian ini yang 
memuat kesimpulan, saran-saran dan kata penutup 
 
1
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BAB II 
 
TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TENTANG NAFKAH 
 
A.  Pengertian Nafkah 
Menurut bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab   ق( ب)  ا ٔف , 
artinya yaitu membelanjakan. Sedangkan nafkah berasal dari kata nafaqa  
( يٕف  ك-ٔف  ك  ), yang artinya nafkah, barang yang dibelanjakan.1 Menurut 
Abdurrahman al-Jaziri, nafkah secara bahasa berasal dari kata al-infaq, yang 
berarti keluar dan pergi.
2
 
Sedangkan menurut bahasa Indonesia, nafkah memunyai 
pengertian sebagai berikut :
3
 
1.   Belanja untuk memelihara kehidupan. 
2.   Rizki, makanan sehari-hari. 
3.   Uang belanja yang diberikan kepada isteri. 
4.  Uang pendapatan, mencari rizki belanja dan sebagainya untuk mencari 
biaya hidup, suami wajib memberi kepada isteri uang belanja. 
Menurut para fuqaha, sebagaimana Abdul Rahman al-Jaziri 
mengatakan, bahwa pengertian nafkah adalah mengeluarkannya seseorang 
ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya dari roti, lauk-pauk, pakaian, 
                                                 
1
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia ,  Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah 
al-Qur'an, 1983, hlm. 463   
2
 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah ,  Juz I, Beirut Libanon : Daar 
al-Fikr, 1976, hlm. 482  
3
 Departemen P dan K., Kamus Umum Bahasa Indonesia ,  Jakarta : Balai Pustaka, 1976, 
hlm. 965  
17 
 
 
tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya dari harga air, minyak, lampu, dan 
sebagainya.
4
 
Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq 
yaitu sebagai berikut : 
 ءٚا خ ٚدِ  ٚ خذ اَ ِٚغىٓ ٌّضٚجخ ِٓ طع ٌيٗ ا ِب رحزبط إٌّفمخ ٕ٘ب رٛفيش  ا   
 غٕيخٔذ  ْ وب ٚا
5
 
Artinya : "Pengertian nafkah di sini adalah memberikan sesuatu yang 
dibutuhkan isteri baik berupa makanan, tempat tinggal, pembantu 
rumah tangga, dan pengobatan isteri walaupun isteri itu kaya" 
 
Menurut para ahli hukum, pengertian nafkah adalah uang belanja 
yang diperlukan guna memelihara kehidupan orang yang memerlukannya.
6
 
Sedangkan menurut Ensiklopedia Hukum Islam, pengertian nafkah adalah 
pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang 
baik dan di belanjakan untuk orang menjamin tanggung-jawabnya.
7
 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan masalah 
nafkah pada pasal 80 ayat (4) telah menyebutkan bahwa sesuai 
penghasilannya suami menanggung : 
a.   Nafkah kiswah dan tempat  kediaman bagi isteri. 
b.   Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak. 
                                                 
4
 Abdurrahman al-Jaziri, Op. Cit., hlm. 483  
5
Sayyid Sabiq,  Fiqh Sunnah , Jilid VII,  Beirut: Daar al-Fikr, 1968, hlm. 85  
6
 R. Subekti, Kamus Hukum, Jakarta : Pradya Pramita, Cet. II, t.th.,  hlm. 76  
7
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta : Ichtiar Basun Van Hoeve, 
Cet. I, 1996, hlm. 1281  
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c.   Biaya pendidikan.
8
 
Dari beberapa pengertian nafkah di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau 
pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok 
yang dibutuhkan. 
Adapun kebutuhan pokok yang dimaksud di atas pada dasarnya 
dapat digolongkan dalam tiga macam,
9
 yaitu : 
1.   Kebutuhan Pangan 
Kebutuhan pangan ( makanan ), karena dengan pangan seseorang menjadi 
sehat dan kuat badannya sehingga mampu untuk mengerjakan sesuatu. 
Karena pada kenyataannya orang yang kurang atau tidak makan sama 
sekali, maka orang tersebut akan merasa lemas sehingga menjadikannya 
malas untuk melakukan sesuatu. 
2.   Kebutuhan Sandang ( Pakaian ) 
Selain kebutuhan pangan yang diperlukan oleh seseorang, sandang atau 
pakaian juga merupakan unsur penting dalam hidup. Selain sebagai 
pelindung tubuh dari sengatan matahari maupun pelindumg tubuh dari 
cuaca dingin, pakaian juga merupakan cermin dari peradaban manusia. 
3.   Kebutuhan Papan ( Tempat Tinggal ) 
Yang tidak kalah pentingnya dari kedua kebutuhan tersebut adalah tempat 
tinggal. Setelah lelah bekerja seharian seseorang membutuhkan tempat 
                                                 
8
 Depag. RI, Bahan Penyuluhan Hukum , Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam, 1999, hlm. 150  
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untuk beristirahat yang nyaman dan damai, agar pikiran dan badan yang 
lelah dan capek menjadi segar kembali. 
Memang tidak perlu diragukan kembali bahwasanya masalah 
nafkah adalah merupakan masalah yang sangat pokok dalam kehidupan 
ini. Tanpa adanya nafkah ( pangan ), maka tidak akan ada kehidupan. 
Dengan adanya pangan yang cukup, maka akan tercipta suatu 
kebahagiaan, Tetapi sebalikya, kekurangan pangan akan mengakibatkan 
terjadinya bermacam kerusakan sebagai dampak dari adanya kejahatan, 
seperti pencurian, perampokan, penodongan bahkan tak jarang sampai 
terjadi pembunuhan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. 
Bahkan bila dihubungkan dengan ibadahpun, masalah nafkah 
pengaruhnya sangat besar. Dengan nafkah yang cukup seseorang akan 
lebih tenang menjalankan ibadahnya. Misalnya, dengan makan yang cukup 
badan akan menjadi segar, sehat, dan membuat lebih khusyu' dalam 
menjalankan ibadah baik itu shalat, puasa, haji, dan sebagainya. 
Dari sini terlihat betapa nafkah adalah masalah yang cukup 
penting, karena nafkah merupakan suatu urat nadi kehidupan di dunia 
untuk menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti. 
 
B.  Dasar Hukum Nafkah 
Agama Islam diturunkan ke bumi sebagai agama samawi yang 
memiliki kitab suci al-Qur'an sebagai sumber utama, al-Qur'an mengandung 
berbagai ajaran. Dan sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu, 
20 
 
 
hukum islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia 
dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan Islam sebagai agama samawi yaitu 
memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai sumber utama, tujuan itu sangat 
ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam 
sekitarnya. 
Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hubungan-hubungan di 
atas, Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum, diantaranya 
adalah aturan hukum tentang hak dan kewajiban atas pemberian dan 
penerimaan nafkah. 
Adapun dalil dari nash al-Qur'an yang menerangkan kewajiban 
nafkah adalah diantaranya sebagai berikut : 
ّٓ ثب ٌٌّٛٛد ٚعٍٝ ا    ّٓ ٚوغٛرٙ  ٌّعشٚف ال رىٍف ٔفظ االّ ٚععٙب  ٌٗ سصلٙ
 (322ح : ) اٌجمش
Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya". (Q.S. al-Baqarah : 233)
10
 
 
Sedangkan maksud al-maulud lah dalam ayat di atas ialah ayah, ar-
rizq maksudnya makanan secukupnya, kiswah artinya pakaian, sedangkan kata 
al-ma'ruf artinya yang dikenal menurut pengertian syara', tidak terlampau 
kikir dan tidak berlebih-lebihan.
11
 
                                                 
10
 Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahannya , Semarang : CV. Al-Waah,  
t.th.,  hlm. 57  
11
 Al-Hamdani, Risalah Nikah , Alih Bahasa Oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 
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Pada ayat yang lain dalam surat ath-Thalaq ayat 6, juga dijelaskan 
tentang kewajiban nafkah atas isteri bagi suami. Sebagaimana firman Allah : 
ّٓ  ا    ّٓ ٌزضيّمٛوُ ٚال رضب سّ  ذِٓ حيش عىٕزُ ِٓ ٚجعىٕٛ٘ ّٓ ٚاٚ٘ ْ  ا عٍيٙ
ّٓ ا ّٓ ) اٌطاّل ق ٚالد حًّ فب و ّٝ    يضعٓ حٍّٙ ّٓ حز    (6 : ٔفمٛا عٍيٙ
Artinya : "Tempatkanlah mereka ( para isteri ) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka sedang 
hamil, maka berikanlah nafkah mereka sampai mereka bersalin".  
(Q.S. al-Thalaq : 6)
12
      
    Dari ayat di atas secara jelas menunjukkan adanya perbedaan 
kewajiban nafkah antara satu orang dengan orang lain, antara orang kaya dan 
orang miskin, karena adanya perbedaan kemampuan dan harta yang dimiliki 
tiap orang menurut kadar dan keadaannya. 
Lain dari itu, Allah juga mengingatkan akan hak-hak terhadap 
kerabat yang secara langsung adalah merupakan perluasan dari sistem 
kekeluargaan dengan firmannya, antara lain : 
 ٌّغب ويٓ ٚا ثٓ ٌيزب ِٝ ٚاا يٓ ٚاال لشثيٓ ٚ ٔفمزُ ِٓ خيش فٍٍٛا ٌذ لً ِب ا   
 ( 312ٌغجيً ) اٌجمشح :  ا 
Artinya : "Jawablah : apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah 
diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan". 
( Q.S. al-Baqarah : 215) 
13
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Dan Allah SWT. berfirman : 
  ٌّغجيً ٚال رجّز سرجز يشا ثٓ ا ٌّغىيٓ ٚا ٌمشثٝ حمّٗ ٚا ا ا د ر ٚا   
 (36)اال عشا : 
Artinya : "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya 
kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan dan 
janganlah kamu menghambur-hamburkan ( hartamu ) secara 
boros". 
 ( Q.S. al-Isra' : 26 )
14
 
 
Adapun Hujjahnya menurut sunnah adalah : 
  
ْ سج ً  ث ب ع فيب ْ ا ٌ ذ : ي ب سع ٛي   ا ْ ٕ٘ذ ثٕ ذ عضج ٗ ل ب ئشخ ا عٓ عب   
ي  يعطيٕ ٝ ِ ب يىفيٕ ٝ ٌٚٚ ذٜ االّ ِ ب اخ زد ِٕ ٗ ٚ٘ ٛ ال يعٍ ُ فم ب ٚالش حي  
 سٜ ( ثجبسٚاٖ  ٌّعشٚف ) ن ثب خزٞ ِب يىفيه ٌٚٚذ
15
 
Artinya : "Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti Utsbah pernah bertanya : "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang kikir. Ia tidak 
mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti 
mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya."Maka 
Rasulallah bersabda:"Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan 
anakmu dengan cara yang baik ". ( HR. Bukhari ) 
 
Hadis tersebut menjelaskan bahwa isteri yang kebetulan suaminya 
kikir, maka ia boleh mengambil harta suaminya secukupnya untuk kebutuhan 
pokok sehari-harinya.
16
 
Selain itu, juga dalam hadis diterangkan : 
 هللا صٍّٝ هللا عٍيٗ ٚعٍُّ د ي سعٛي ي : لب ثٝ ٘شيشح سضٝ هللا عٕٗ لب عٓ ا   
ل ذ ث ٗ  سا رص ذ يٕ ب سا ٔفمز ٗ ف ٝ سلج خ ٚد يٕ ب سا ٔفمزٗ ف ٝ ع جيً هللا ٚد يٕب ّ
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 Ibid., hlm. 428  
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 Abdul Hadi,  Fiqh Munakahat , Jilid I, Semarang : Duta Grafika, 1989, hlm. 104  
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ٍ٘ ه  ٔفمز ٗ ا ٜ ا ٌّز جشا ا عظّٙب ا ٍ٘ه ا سا ٔفمزٗ عٍٝ ا يٕب عٍٝ ِغىيٓ ٚد
 ) سٚاٖ احّذ ٚ ِغٍُ (
Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda : " 
Sedinar yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau 
infakkan dalam ( membebaskan ) hamba, sedinar yang engkau 
sedekahkan kepada seorang miskin dan sedinar yang engkau 
infakkan kepada keluarga maka lebih besar pahalanya adalah 
yang engkau infakkan kepada keluargamu".  ( HR. Ahmad dan 
Muslim ) 
17
 
 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 80 ayat (2) dan (4) 
huruf a dan b disebutkan sebagai berikut : 
Pasal 80 ayat (2) : "Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya". 
ayat (4) : "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) 
kiswah dan tempat tinggal, (b) biaya rumah tangga, biaya 
perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak".
18
 
Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan N0.1 Tahun 1974 
disebutkan sebagai berikut : 
Pasal 34 ayat (1) : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 
kemampuannnya". 
Pasal 45 ayat (1)  : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya".
19
  
                                                 
17
 Muhammad asy-Syaukani,  Nail al-Authar , Jilid IV, Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-
Arabi, t.th.,  hlm. 424 
18
Depag. RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Op.Cit., hlm. 150  
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Demikian syari'at Islam dan undang-undang dengan jelas telah 
menerangkan tentang dasar wajibnya nafkah. Sebagai undang-undang dan 
pedoman bagi umat manusia yang harus ditaati dan dijalankan dengan penuh 
kesadaran dan keihlasan agar dapat dicapai ketentraman dalam kehidupan 
sehari-hari.  
 
C.  Sebab-sebab Adanya Nafkah  
Yang menyebabkan wajib memberi nafkah ada tiga, yaitu karena 
ikatan perkawinan, hubungan kerabat atau sebagai hak milik. Nafkah yang 
diberikan dalam bentuk; makan atau minuman dan yang sebanding 
dengannya, pakaian yang layak dan memadai, tempat tinggal yang layak 
meskipun rumah sewa dan perabot dan perlengkapan rumah tangga.
20
 
Untuk memperjelas sebab-sebab adanya nafkah, penulis ingin 
menjelaskan satu per satu dari sebab-sebab kongkrit yang menjadi unsur 
timbulnya nafkah, yaitu : 
1.  Karena Hubungan perkawinan 
Yaitu wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya 
dan anak-anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan 
bahagia. 
21
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-
Baqarah ayat 228 yaitu yang berbunyi : 
ّٓ ِضً اٌٚ    ّٓ ثب ٙ   (332ٌّعشٚف )اٌجمشح :  ٌزٞ عٍيٙ
                                                                                                                                      
19
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20
 Peunoh Daly,  Hukum Perkawinan Islam , Jakarta : Bulan Bintang, Cet. I, 1998, hlm. 
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Artinya : "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf". 
 (Q.S. al-Baqarah : 228)
22
 
 
Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik 
makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain 
sebagainya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut 
kemampuan suami. 
Dijelaskan dalam fiqh sunnah syarat seorang isteri menerima 
nafkah diantaranya;
23
 isteri dengan syarat sebagaimana dijelaskan oleh 
Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah  dengan catatan : 
1.  Adanya akad pernikahan yang syah. 
2.  Isteri harus menyerahkan sepenuhnya kepada semua. 
3.  Suaminya dapat menikmati dirinya. 
4. Tidak menolak untuk pindah tempat yang telah disediakan atau di 
kehendaki suami.  
Nafkah yang diterima oleh seorang isteri dari suaminya adalah 
tergantung dari ketaatannnya. Karena itulah seorang isteri yang 
membangkang dan menyakiti hati suaminya tidak berhak untuk menerima 
nafkah dari suaminya.
24
 
Sabda Rasullah saw. : 
ّٓ ثب ٔىُ ا ٌّٕغبء فب رمٛا هللا فٝ ا ا  ا ّٓ  ِب ٔ خ هللا ٚا خزرّٛ٘ ع زحٍٍزُ ف شٚجٙ
ّٓ ثب ّٓ ٚوغٛرٙ ّٓ عٍيىُ سصلٙ  ٌّعشٚف ثىٍّخ هللا ٌٚٙ
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Artinya : "Takutlah kamu kepada Allah SWT. dalam urusan wanita.  
Sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan 
Allah SWT. dan halal bagi kamu mencampuri mereka dengan 
kalimat Allah dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi 
nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri) dengan cara yang 
sebaik-baiknya".. (HR. Muslim).
25
 
 
Kata-kata yang ma'ruf (pantas) dalam hadis di atas, dapat diartikan 
sebagai ukuran yang sudah sama-sama diketahui dan diakui bersama 
kepantasannya. Menurut pengertian yang sehat, menurut keadaan suatu 
tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya 
dalam masyarakat. Banyaknya nafkah adalah menurut kecukupan yang 
selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang lazim pada suatu waktu dan 
tempat. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah isteri itu 
ditetapkan dengan keadaan yang tertentu, hanya sekedar cukup serta 
disesuaikan dengan keadaan suami. 
2.  Karena Hubungan Kerabat 
Yaitu orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab sebab 
dan terjadinya akad perkawinan, baik ke atas maupun ke bawah, baik yang 
termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli waris. Dan sebutan lain 
dari kerabat adalah famili.
26
 
Adapun yang dinamakan kerabat apabila memenuhi kriteria 
sebagai berikut : 
a.  Mahramiyyah, artinya kerabat yang haram dinikahi. 
b.  Adanya kebutuhan untuk meminta dari kerabat. 
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c.  Disyaratkan  lemahnya orang yang meminta nafkah kecuali dalam 
nafkah yang wajib bagi orang tua kepada anak. 
d.  Disyaratkan mampu memberi nafkah kepada salah satu orang tua atas 
anak laki-lakinya dan nafkah anak atas bapaknya.
27
 
Maka memberi nafkah karena kerabat bagi seseorang juga 
merupakan kewajiban. Apabila mereka cukup mampu dan karib 
kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan 
lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah : 
 ٌّغجيً ٚال رجّز س رجز يشا ثٓ ا ٌّغىيٓ ٚا ٌمشثٝ حمّٗ ٚا ا ا رٝ ر ٚا
 (36)االعشاء :  
Artinya : "Dan berikanlah kepada kerabat-kerabat yang dekat akan 
haknya (juga kepada) orang-orang miskin dan orang yang 
dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-
hamburkan (hartamu) secara boros". (Q.S. al-Isra : 26)
28
 
 
Maksud dari ayat di atas adalah pemberian nafkah oleh kaum 
mukallaf kepada kerabat atas segala haknya, yaitu hubungan kasih sayang 
dan bergaul secara baik dengan mereka. Apabila mereka berhajat kepada 
nafkah, berikanlah sekedar menutupi kebutuhannya. Demikian juga 
berilah pertolongan akan orang miskin dan musafir yang berjalan untuk 
sesuatu kepentingan yang dibenarkan syara' agar maksudnya tercapai. 
Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan hak dan 
kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu 
                                                 
27
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kerabatnya yang tidak mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba 
kekurangan. Sebaliknya kerabat yang tidak mempunyai kemampuan hak 
untuk memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu. Telah dijelaskan 
juga di dalam al-Qur'an yang menyuruh untuk memperkuat hubungan 
kerabat dengan mengadakan hubungan baik (silaturahmi) dan tolong-
menolong, baik moril maupun materiil, urusan kebendaan dan kerohanian. 
Akan tetapi, hubungan erat dengan kerabat itu tidak boleh sampai 
menghilangkan rasa keadilan, atau hanya adil untuk kerabat yang kaya dan 
tidak adil terhadap kerabat miskin.
29
 Sebagaimana firman Allah SWT. : 
 ٌمشثٝ ٚيٕٙٝ عٓ يزبء رٞ ا ْ ٚا ي ٚاال حغب ٌعذ ِش ثب ّْ هللا يب ا
 (02ّوشْٚ )إٌّحً :  ٌجمٝ يعظىُ ٌعٍّىُ رز ٌّٕىش ٚا ٌفخشبء ٚا ا 
Artinya : "Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya menjalankan 
keadilan, berbuat baik dan memberi kerabat-kerabat. Allah 
melarang perbuatan keji, pelanggaran dan kedurhakaan. Dia 
mengajarkan supaya kamu mengerti ". (Q.S. al-Nahl : 90)
30
 
 
Seseorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya 
tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga 
dan kerabatnya itu, maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan 
berusaha meningkatkan kualitas keluarga dan kerabat sebagai sarana 
pembangunan keluarga baik di bidang mental spiritual maupun di bidang 
fisik materiil. Hubungan hukum yang bersifat materiil terhadap keluarga 
dekat ialah hubungan kecintaan, kebajikan, mendoakan, sifat rendah diri, 
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belas kasih, tenggang rasa, bersilaturahmi, dan ikut serta bertanggung 
jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh 
kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan sayang, sebagaimana 
firman allah : 
 ي ٓ ٚاالل شثيٓ ٚا ٌ ذ ٔفم زُ ِ ٓ خي ش فٍٍ ٛا ا يٕفمْٛ لً ِب ا ر يغئٍٛٔه ِب 
 ّْ هللا ثٗ عٍيُ ثٓ اٌّغجيً ِٚب رفعٍٛا ِٓ خيش فب اويٓ ٚا ٌّظ ِٝ ٚا ٌيزب
  (312)اٌجمشح :  
Artinya : "Mereka menanyakan kepada engkau, apakah yang akan mereka 
nafkahkan? Katakanlah: apa saja kebaikan yang kamu 
nafkahkan adalah untuk ibu bapak, karib kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam 
perjalanan. Apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, 
sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu". 
  (Q.S. al-Baqarah : 215)
31
  
 
Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga 
dekat sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya 
para ulama sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah ; keluarga yang 
dekat yang memerlukan nafkah saja dan tidak kepada keluarga jauh. 
Apabila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai kehidupannya, 
maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak keluarga yang miskin 
terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk 
memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang melarat itu wafat. 
Seseorang yang kaya, juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-
orang miskin dan membutuhkan yang tinggal disekitarnya, tanpa 
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membedakan kedudukan, kepercayaan, dan warna kulit, kalau dia mampu 
melakukan hal yang sedemikian itu
32
 sebagaimana firman Allah : 
ّٓ ث  ب ٌٌّٛ  ٛد ٚعٍ  ٝ ا ّٓ ٚوغ  ٛرٙ ٌّع  شٚف ال رىٍ  ف ٔف  ظ االّ  ٌ  ٗ سصلٙ  
سس  ٖ ٚعٍ ٝ اٌ ٛا ٗ ثٌٛ ذٌّ  ٘ ب ٚال ٌِٛ ٛد ح ثٌٛ ذ ٌ ذ ّس ٚا ٚع عٙب ال رض ب
 ِضً راٌه
 (322)اٌجمشح :  
Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para 
ibu dengan cara yang ma'ruf (patut). Seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 
karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian".  
(Q.S. al-Baqarah : 233)
33
 
 
3.  Karena Hubungan Hak milik 
Faktor ketiga yang menyebabkan seorang itu mempunyai 
kewajiban untuk memberi nafkah adalah karena adanya hubungan hak 
milik. Yang dimaksud di sini adalah jika seseorang memiliki segala 
sesuatu yang perlu mendapatkan nafkah, termasuk di dalamnya binatang. 
Yaitu binatang ternak seperti lembu, sapi, kambing, dan sebagainya juga 
termasuk  binatang peliharaan seperti ayam, burung, dan kucing. Maka 
binatang tersebut harus dipelihara dengan baik dengan diberinya makan 
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dan minum yang cukup dan juga dibuatkan tempat tinggal yang baik. 
Maka dari itu tidak boleh di sia-siakan.
34
 
Sabda nabi saw. : 
ّْ سعٛي هللا صٍٝ هللا عٍي ٗ ٚع ٍُّ ل بي  ثٓ عّش سضٝ هللا عّٕٙب ا عٓ ا
ّٝ ِب رذ ِشا ثذ ا : عز    ح فٝ ٘شح حجغزٙب حز
35
  
Artinya : "Dari ibn Umar bahwasanya nabi saw. Bersabda : "Telah 
disiksa seorang perempuan  sebab menyandera seekor kucing 
(dan tidak diberi makan dan minum) sehingga kucing itu mati". 
 (HR. Bukhori Muslim) 
 
Kemudian termasuk yang berhak mendapatkan nafkah adalah 
budak atau hamba sahaya. Jika seseorang memiliki budak, baik budak 
laki-laki maupun budak perempuan, maka orang yang memiliki budak 
tersebut bertanggung jawab dan berkewajiban memberi nafkah terhadap 
budak yang dimilikinya.
36
 
 
D.  Syarat dan Rukun Nafkah   
    Kewajiban memberi nafkah merupakan salah satu perintah 
agama kepada yang mampu. Namun kewajiban tersebut bisa hilang apabila 
tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat wajibnya memberikan 
nafkah dan hak menerima nafkah adalah sesuai dengan faktor penyebab 
adanya nafkah, yaitu: 
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1.  Karena adanya perkawinan, syaratnya
37
 adalah : 
a.  Adanya akad perkawinan 
b.  Isteri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami 
c.  Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki 
suaminya 
Seorang isteri selain mempunyai kewajiban sebagaimana yang 
disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 dan 84
38
, yaitu : 
Pasal 83 yang berbunyi : 
a.  Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.  
b.  Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-
hari dengan sebaik-baiknya.  
Pasal 84 yang berbunyi : 
Kewajiban nafkah suami terhadap isteri itu bisa gugur atau 
hilang, jika isteri melakukan nusyuz. Adapun bentuk-bentuk tindakan 
isteri yang dapat dikategorikan nusyuz antara lain; isteri membangkang 
terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak 
melakukan hubungan intim dengan suami tanpa adanya alasan yang jelas 
dan sah, atau isteri meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau ijin dari 
suami.
39
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2.  Karena adanya hubungan kerabat, syarat-syarat kewajiban memberikan 
nafkah antara lain 
40
: 
a.   Adanya kekeluargaan yang menyebabkan saling mewarisi antara yang 
memerlukan dan yang kaya. 
b.  Adanya kebutuhan (keperluan) terhadap nafkah, jadi jika kita tidak 
memerlukan lagi, maka tidak ada kewajiban nafkah. 
c.      Orang yang berkewajiban memberi nafkah adalah orang yang 
mampu. 
d.      Adanya persamaan agama. 
 Adapun  orang yang berhak dan berkewajiban diberi nafkah 
sebagaimana syarat-syarat di atas, maka yang paling utama diberi nafkah 
adalah kerabat yang tidak punya harta untuk menjaga kelangsungan 
hidupnya dan ia belum memperoleh usaha dan pekerjaan yang dapat 
menghasilkan sesuatu untuk nafkahnya. 
Tentu saja kerabat yang paling dekat lebih utama diberi nafkah 
dari kerabat yang agak jauh. Persoalan timbul jika derajat hubungan 
kerabat yang memerlukan nafkah itu adalah sama, kemungkinan yang 
terjadi adalah 
1.  Jika seseorang mempunyai ayah, ibu, dan anak, maka dalam hal ini 
didahulukan anak, karena anak adalah milik ayahnya, berdasarkan 
hadist : 
    الثيه ٔذ ٚ ٍِه ي سعٛي هللا صٍّٝ هللا عٍيٗ ٚعٍُّ : ا لب
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Artinya : "Bersabda Rasulullah : "Engkau dan harta engkau adalah 
milik bapak engkau".
41
 
 
Jika seseorang harus menafkahi ayah dan ibu (karena menafkahi 
keduanya tidak sanggup), maka ia wajib mendahulukan ibunya, 
berdasarkan hadist : 
ف ب ٌّ ذ يٕ خ  ي : ل ذ ِٕ ب ا هللا عٕٗ لب سثٝ سضٝب ٌّح ٚعٓ طب سق ا
 إٌّج ش يخط ت  ر ا سعٛي هللا صٍّٝ هللا عٍي ٗ ٚع ٍُّ  : ل ب ئ ُ عٍ ٝ ا
ث ب  ِّ ه ٚا ا ثّٓ رم ٛي : ا ٌعٍيب ٚثذ ٌّعطٝ ا ٌّٕب ط ٚ٘ٛ يمٛي : يذ ا
ُّ ا ن ٚا  زصش(ن )سٚاٖ ِخ د ٔب ٚا ن د ٔب خزه ص
Artinya : "Dari Thariq al-Muharabi semoga Allah meridhoinya, ia 
berkata : "Aku datang dari Madinah, maka apabila 
Rasulullah berkhutbah beliau berkata : "Tangan 
memberi lebih mulia dan mulialah orang yang lebih 
berhak engkau beri nafkah, yaitu ibu engkau, bapak 
engkau, saudara perempuan engkau, dan saudara laki-
laki engkau kemudian yang agak dekat dan yang agak 
dekat denganmu". (HR. Nasa'i dan ibn Hiban) 
42
 
 
Dari hadist di atas dapat dipahami, jika dua orang kerabat 
mempunyai tingkat derajat yang sama, maka kerabat yang wanita 
didahulukan dari kerabat laki-laki, dan kakek serta nenek termasuk ushul, 
maka urutannya setelah orang tua. 
2.  Setelah kerabat furu' dan ushul, kemudian yang wajib diberi nafkah 
adalah kerabat hawsy. 
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Hawsy yaitu kerabat yang dalam hubungan garis ke samping 
sesuai dengan hadist di atas maka yang didahulukan adalah saudara 
perempuan kemudian saudara laki-laki, bibi, paman, dan seterusnya. 
Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam 
jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, semisal berupa gandum 
(nasi), lauk-pauk, pakaian, dan tempat tinggal.
43
 Sebab hal itu 
diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari 
kekurangan. Dan besarnya nafkah diukur sesuai dengan kebutuhan dan 
keadaannya.
44
 
Adapun rukun nafkah ada tiga, yaitu : 
1.  Adanya orang yang mengeluarkan nafkah atau pemberi nafkah 
yang lazim disebut munfaq (ِٕفك ) 
2.  Adanya orang yang menerima nafkah yang lazim disebut munfaq 
'alaih ( ِٕٗفك عٍي   ) 
3.  Adanya barang atau sesuatu yang dijadikan nafkah yang lazim 
disebut (ِٕٗفك في )  
 
E.  Tinjauan Umum Tentang Kadaluarsa 
Dalam kamus hukum disebutkan, kadaluarsa adalah telah lewat 
waktu.
45
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Adapun dalam hukum perdata umum, pengaruh lewat atau 
lampau waktu dapat berakibat sebagai berikut: 
1. Bahwa suatu hutang oleh karena dibiarkan terlampau lama tidak ditagih 
lagi, atau hak seseorang ahli waris untuk menuntut menjadi hapus oleh 
karena ia sekian lama telah tinggal diam. 
2. Bahwa oleh karena pengaruh lampau waktu hal itu dianggap sebagai 
persangkaan untuk menganggap ada atau menganggap telah hilang suatu 
hak.
46
  
Dari kedua istilah tersebut dapat dipahami bahwasanya dengan 
berlalunya waktu maka menjadikannya hak seseorang  akan gugur dengan 
sendirinya. Hal tersebut dikarenakan, seseorang yang mempunyai suatu 
hak telah tinggal diam dan tidak menuntut sama sekali hak yang ia punya.  
Timbulnya kadaluarsa dalam  hukum barat yang dasarnya 
adalah karena lampaunya waktu tertentu yaitu 2,5 atau 20 tahun.
47
 Dengan 
berlalunya waktu yang cukup lama sedangkan seseorang tidak menunutut, 
maka hak yang ia punya menjadi gugur.  
 
F.  Pendapat Ulama Tentang Nafkah  Sebab Kadaluarsa 
Mengenai kewajiban nafkah yang lalu oleh suami terhadap 
isteri yang disebabkan berlalunya waktu, di sini Mazhab Maliki mengatakan 
bahwa jika istri menuntut nafkah untuk waktu yang telah lewat (berlaku 
surut), sedangkan suaminya mampu untuk memenuhinya, maka si istri berhak 
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atas nafkah bagi masa yang telah lewat itu, sekalipun hakim tidak 
menentukannya. Sedangkan bila suami dalam kesulitan dan tidak mampu 
memenuhi tuntutan nafkah tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkah untuk 
waktu yang telah lewat itu. Sebab bagi pengikut mazhab ini, kesulitan suami 
menggugurkan kewajiban membayar nafkah. Sedangkan bila kesulitan itu 
datang sesudah dia mampu membayar, maka kewajiban memberi nafkah 
untuk masa-masa ketika dia berada dalam kesulitan itu menjadi gugur, 
sedangkan untuk masa-masa ketika dia tidak berada dalam kesulitan tetap 
menjadi tanggungannya. 
48
 
Sedangkan menurut Imamiyyah, Syafi'I dan Hambali 
mengatakan bahwa nafkah atas istri ditetapkan sebagai hutang yang menjadi 
tanggungan suami, betapapun lamanya waktu yang harus dibayar, sepanjang 
persyaratan telah dipenuhi, baik si suami dalam keadaan kesulitan maupun 
tidak, ditetapkan oleh hakim maupun tidak ditetapkan. 
49
  
Pendapat Ibnu Abidin berbeda dengan pendapat mayoritas 
ulama pada umumnya. Beliau berpendapat sebagai berikut: 
ٌ ت  ضشا فب ِزٕع ف ال يط ب ٚ وب ْ حب ة عٕٙب ا ْ غب ا ٌُ يٕفك عٍيٙب ثب ر ا
ح ٌّذ ثٙب ثً رغمظ ثّضٝ ا ّ  
50
 
Artinya: "Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di 
rumah) maupun berada di rumah tapi menolak / enggan memberi  
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maka hak nafkah tidak bisa dituntut tetapi gugur dengan 
berlalunya waktu atau masa." 
 
Dari pendapat Ibnu Abidin tersebut dapat dipahami 
bahwasanya dengan berlalunya waktu, maka hak nafkah seorang isteri dapat 
gugur dengan sendirinya tanpa ketetapan hakim di pengadilan maupun 
kesepakatan dari kedua belah pihak (suami dan isteri). 
 
39 
BAB III 
PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA NAFKAH SEBAB 
KADALUARSA 
A.  Sekilas Biografi Ibnu Abidin 
  Muhammmad Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin 
Abdul Rakhim bin Najmuddin bin Muhammad Salahuddin, adalah sebutan 
yang terkenal dari  Ibnu Abidin. Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria pada 
tahun 1198 H.
1
 
Ibnu Abidin, nama lengkapnya adalah Muhammmad Amin bin 
Umar ibn abdul Aziz Abidin Dimasiqy. Beliau dilahirkan pada tahun 1198 H 
dan wafat pada tahun 1252 H. Beliau merupakan ahli fiqh di Syam, pemuka 
golongan Hanafiyah di masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh fiqh masa 
keenam (658 H- akhir abad ke-13 H), yaitu pada masa pemerintahan Abdul 
Hamid I (Dinasti Usmaniyah).
2
  
Muhammmad Amin yang terkenal dengan nama Ibnu Abidin 
dalam menulis kitab Radd al-Muhtar syarah Tanwir al-Absar berada dalam 
keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik di dalam negeri maupun 
di luar negeri, yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti 
Usmaniyah dengan Bangsa Tartar. Sejak kecil beliau sudah mengenal 
pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang sekaligus gurunya, yaitu 
Umar ibn Abdul Aziz. Beliau menghafal Al-Qur'an pada usia yang masih 
relatif muda. Ayahnya adalah seorang pedagang, sehingga Ibnu Abidin sering 
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40 
diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya. 
Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an di tempat ayahnya 
berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang saleh dan 
ia (orang saleh) mengomentari bacaan Al-Qur'an ibnu Abidin dengan dua 
komentar, yang akhirnya menghantarkan ibnu Abidin menjadi ulama terkenal. 
Dua komentar tersebut adalah: 
1. Dia (ibnu Abidin) tidak tartil dalam membaca Al-Qur'an dan tidak 
menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya. 
2. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an 
karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengar bacaan Al-
Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan ibnu Abidin 
berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan Al-
Qur'an.
3
 
Maka bangkitlah Ibnu Abidin seketika dan langsung bertanya 
kepada orang saleh tadi tentang ahli qira'ah yang paling tersohor di zamannya. 
Maka orang tadi menunjukkan seorang ahli qira'ah saat itu, yaitu Syaikh al-
Hamawi, maka pergilah ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu 
tajwid dan hukum-hukum qira'ati. Sejak saat itu Ibnu Abidin tidak pernah 
meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Maka imam al-Hamawi 
memerintahkan untuk menghafal al-Jazariyah dan al-Satibiyah, kemudian ia 
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belajar ilmu nahwu dan sharaf dan tidak ketinggalan ilmu fiqh. Saat itu ia 
pertama kali belajar fiqh adalah fiqh yang bermazhab Syafi'i.
4
 
Bermula dari seorang guru al-Hamawi itulah beliau menjadi ulama 
yang sangat terkenal. Setelah ia menguasai dengan matang ilmu tajwid dan 
hukum qira'ati serta ilmu fiqh terutama fiqh dari mazhab Syafi'I pada imam al-
Hamawi, seorang ahli qira'ati. Pada saat itu Ibnu Abidin tidak berhenti sampai 
di situ saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar hadits, 
tafsir dan manteq (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad al-
Salimi al-Amiri al-Aqd. Al-Amiri  adalah seorang penghafal hadits, tafsir dan 
manteq. Dia menyarankan kepada Ibnu Abidin belajar fiqh Abu Hanifah. Ibnu 
Abidin mengikuti nasihat itu dan mempelajari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh 
Mazhab Hanafi, ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran 
saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia pergi ke Mesir dan 
belajarpada Syaikh al-Amir al-Masiri sebagaimana beliau belajar kepada 
Syaikh ahli hadits dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kazbari, beliau tak 
henti-hentinya meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji 
dan mengarang sampai pada suatu ketika ia ditunjukkan kepada suatu daerah 
yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh 
ulama seperti Syaikh Abdul Ghani al-Madani, Syaikh Hasan al-Baitari, 
Ahmad Affandi al-Istanbuli dan lain-lain.
5
 
Dasar yang melatarbelakangi  kemasyhuran Ibnu Abidin adalah 
pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya apalagi didukung oleh 
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sikap dan kemauannya yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Ulama pada 
masa itu dilewatinya untuk belajar ilmu agama pada mereka dan diskusi-
diskusi dia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang 
menjadikannya seorang tokoh ulama yang sangat terkenal pada masanya. 
Beliau juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, iffah 
(wira'i), alim dan taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama 
dalam bidang ilmu fiqh. Dan di dalam ilmu fiqh ini ternyata ia lebih cocok 
dengan fiqh Mazhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat 
disegani. 
Karena ketinggian ilmunya beliau banyak membuahkan karya-
karya ilmiah. Karangan-karangannya yang banyak dikoleksi oleh pustaka-
pustaka Islam di dunia. Karangannya dapat diterima diberbagai peradaban, 
karena karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam 
pembahasannya secara mendalam  Keilmuan yang mendalam dan 
menampakkan kefasihan bahasanya. 
Diantara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain: 
1. Kitab Fiqih 
 Radd al-Muhtar Syarah Addur al-Muhtar, kitab tersebut adalah kitab 
yang terkenal, kitab ini membahas masalah-masalah fiqh, yang 
selanjutnya terkenal dengan nama Hasiyah Ibnu Abidin.
6
 Kitab ini 
merupakan kitab fikih populer yang disusun sesuai dengan mazhab 
Hanafi  oleh ulama Hanafiah generasi mutaakhirin. Buku ini banyak 
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sekali menguraikan permasalahan yang muncul di zamannya dengan 
menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi. Kitab ini 
merupakan syarah dari kitab al-Dur al-Muhtaroleh al-Haskafi yang 
merupakan syarah dari Tanwir al-Absar. Tanwir al-Absar adalah kitab 
karya Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi, 
kitab ini sangat ringkas disusun dengan sistematika fikih.
7
 
 Raul Andar, dari karangan yang ditulis dari al-Halbi atas syarah al-Dur 
al-Muhtar. 
 Al-Uqhud syarah Tanfih al-Fatawa al-Hamidiyah Aduriyah. 
 Nadmad al-Azhar syarah al-Manar. 
 Ar-Rahiq al-Mahtum. 
2. Kitab Tafsir 
 Kitab Hawasyi 'ala al-Badawi, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang 
tidak dijelaskan oleh para penafsir. 
3. Kitab Hadits 
 Dalam karya ilmiahnya tentang hadits beliau menulis kitab Uqud al-Awali 
yang berisi sanad-sanad hadits yang bernilai tinggi.
8
 
Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktifitas yang 
luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat 
Islam pada umumnya dan khususnya bagi mazhab hanafi, beliau wafat di 
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Damaskus pada tahun 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat 
berharga. Beliau dimakamkan di pekuburan "Bab al-Sagir" Damaskus.
9
 
 
B. Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Sebab Kadaluarsa 
Dalam kitab Radd al-Muhtar juz 5 tentang nafkah dituliskan 
pendapat Ibnu Abidin tentang nafkah madhiyah, yang di dalamnya terdapat 
perkataan: 
اا ب عٌِا ا ى غا ا لن ٌٗفق علِ٘ا تا ذ ا    لاة  ظاسا ااا هرٌاال ااا ٗ اا ّ كاا ى 
ج دلو تِا تل ذسقط توعٔ ا  ّ 
10
 
Artinya: "Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di 
rumah) maupun berada di rumah tapi menolak memberi  maka hak 
nafkah tidak bisa dituntut tetapi gugur dengan berlalunya waktu 
atau masa." 
 
Dengan demikian seorang suami yang belum memberikan nafkah 
yang lalu tidak wajib memberikan nafkah  tersebut dikarenakan sudah 
berlalunya waktu atau masa dan nafkah tersebut secara otomatis gugur dengan 
sendirinya. 
Dalam penjelasan lebih lanjut, Ibnu Abidin membatasi berlalunya 
waktu atau masa yang menentukan apakah nafkah yang lalu menjadi gugur 
atau menjadi hutang , yang kurang lebih artinya sebagai berikut: 
 
                                                 
9
Ibid, hlm. 55  
10
Ibnu Abidin,  Radd al-Muhtar Juz V,  Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994 hlm. 311  
45 
 لش ِس ال ذسقط لٌفقح ها د ّ ى ا ا ى   ا   
11
 
Artinya: "Nafkah untuk jangka waktu kurang dari satu bulan tidaklah gugur" 
 
 
Berdasarkan kutipan di atas, bahwa apabila nafkah yang belum 
sempat dibayarkan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan sejak nafkah itu 
tidak diberikan,tidaklah gugur. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan 
sebentar sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari sebab jika gugur hanya 
karena berlalunya beberapa hari saja, maka nafkah tidak akan diambil sama 
sekali.  
Jadi nafkah yang belum dibayarkan untuk waktu yang lalu menjadi 
gugur apabila pihak suami belum sempat memberikan nafkah terhadap istri 
dengan berlalunya waktu lebih dari satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan, 
tanpa ketetapan hakim (tercacat di pengadilan) maupun kesepakatan oleh 
kedua belah pihak (suami dan istri). 
Menurut Ibnu Abidin, nafkah yang lalu yang belum sempat 
dibayarkan tidaklah gugur dan berubah menjadi hutang yang menjadi 
tanggungan suami,walaupun dengan berlalunya waktu atau masa, apabila: 
1. Dengan Ketetapan Pengadilan 
Hakim menentukan besaran atau jumlah nafkah yang harus diberikan 
suami sesuai dengan kebutuhan istri, setelah istri melapor ke pengadilan 
dalam jangka waktu lebih dari satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan. 
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Apabila pihak istri tidak diberi nafkah kemudian melapor ke pengadilan 
supaya suaminya ditetapkan ditetapkan oleh hakim berhutang yang 
menjadi tanggungan suami , maka suami dianggap berhutang atas nafkah 
yang lalu. 
2. Dengan tidak dibayarnya nafkah oleh suami kepada istri, kemudian 
apabila  mengadakan kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa suami 
dianggap berhutang, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggungan 
suami yang harus dibayar.
12
 
Dan setelah adanya kedua hal tersebut (ketetapan hakim dan kesepakatan), 
kemudian apabila menggunakan kafalah (penanggungan dari pihak ketiga), 
baik atas usul suami maupun istri, maka nafkah telah menjadi milik istri 
sehingga jika istri memenuhi kebutuhan dari hartanya sendiri, dia berhak 
meminta ganti dari suami. 
Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
menurut Ibnu Abidin nafkah lalu yang belum dibayarkan oleh suami menjadi 
gugur apabila dengan berlalunya waktu lebih dari satu bulan sejak nafkah itu 
tidak diberikan tanpa adanya ketetapan hakim (tercatat di pengadilan) maupun 
kesepakatan kedua belah pihak (suami dan istri). 
 
C.  Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin 
Dalam masalah nafkah yang lalu menjadi gugur dengan berlalunya 
waktu tanpa ketetapan hakim maupun kesepakatan kedua belah pihak (suami 
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dan isteri), Ibnu Abidin dalam tulisannya yang terdapat di kitab Radd al-
Muhtar Juz. V, diterangkan sebagai berikut: 
ا  ال    ا خ ذث ل تا اصلح إ ًِّ   لقثط لوْخ قثل ا لص 
13
 
Artinya: "Sesungguhnya nafkah itu silah, maksudnya silah batal dengan 
adanya kematian sebelum diterimakan." 
 
Sebagaimana di jelaskan oleh Imam Kamaluddin yang juga 
bermazhab Hanafiah dalam kitabnya Fathul Qadir Juz. IV, diterangkan 
sebagai berikut: 
ا صلح ّال      ل٘سد تعْ ضًِ 
14
 
Artinya: "Dikarenakan nafkah itu silah dan bukanlah 'iwadh." 
Berdasarkan kutipan di atas, bahwa kata silah yang dimaksudkan 
adalah suatu pemberian dan bukan merupakan suatu bentuk dari pertukaran 
dan kata 'iwadh  adalah suatu bentuk pertukaran yang memerlukan ganti. Dari 
segi 'iwadh, fungsi nafkah bertujuan untuk memenuhi hal suami dalam 
bersenang-senang, melampiaskan syahwat dan lain-lain, sedangkan dari segi 
silah, nafkah itu bertujuan untuk menegakkan syari'at, kepentingan bersama 
misalnya saling menjaga kehormatan masing-masing dari zina, menjaga 
nasab, mengharapkan lahirnya anak untuk menegakkan kewajiban-kewajiban 
syari'at. 
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Dari keterangan di atas dapat penulis pahami, walaupun Ibnu 
Abidin tidak menyebutkan secara jelas tentang metode istinbath hukum yang 
digunakan, tetapi dalam menggali hukum atau beristinbath hukum terhadap 
suatu yang tidak dijumpai  nash hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-
Sunnah, Ibnu Abidin selalu mengedepankan penyelesaian berdasarkan 
pemikiran logika atau ra'yu yang dalam hal ini adalah dengan menggunakan 
istihsan. 
Adapun yang dimaksud dengan istihsan menurut bahasa adalah 
menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, istihsan 
adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang nyata kepada 
tuntunan qiyas yang samar atau dari hukum yang umum kepada hukum 
pengecualian ada dalil yang menyebabkan ia mencela akalnya dan 
memenangkan perpalingan ini.
15
   
Sebagaimana ulama-ulama lain yang bermazhab Hanafiyah yang 
dijadikan pedoman oleh pendiri mazhabnya yaitu perkataan imam Abu 
Hanifah yang berbunyi: diterangkan bahwa pegangan Imam Hanafi adalah 
sebagai berikut: 
لٌ اا  لٌ ظس ااٖ هعاا هاا خ ا لقثح ّا زهي ا خر تا لث قح ّاسا كا م ا تٔ اٌ٘فح ا   
ا لان تواط لاَ  لاَ ااا ذ ٔسرقا هْ علَ٘ ّصلح عل٘اَ ا هاْزُن توعا س ّها ا
 لوعاسّ ا لحاد ٗاا ا لوسالوْى تاَ ّكاا ى ْٗصال ا لٔ ها ٗرعاا هال ا زجال ا
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لأ اال  غاا ثان  ٗسجاال الق٘اا س ساا   جوال علَ٘ ثان  ٗقا٘ع عل٘اَ هاا د ا م ا لرٓ ا
وا   لَّ٘ ثق زجال ا  كا ى اُسرحسا ى ا ِٗ 
16
 
Artinya: "Perkataan Imam Hanafi ialah mengambil yang kepercayaan dan 
lari dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa 
yang telah mendatangkan maslahah bagi urusan-urusan mereka, 
ia menjalankan ursan-urusan atas qiyas, apabila qiyas tidak baik 
dilakukan ia melakukan dengan istihsan, selama dapat dilakukan. 
Apabila tidak dapat dilakukan ia pun kembali pada 'urf 
masyarakat muslim dan mengamalkan hadis yang telah terkenal 
dan disepakati (diijma') ulama. Kemudian ia mengqiyaskan 
sesuatu pada hadits itu selama qiyas masih dapat dilakukan. 
Kemudian ia kembali kepada istihsan. Mana di antara keduanya 
yang lebih tepat. Kembalilah ia kepadanya."  
 
Secara ringkas dasar intinbath hukum Imam Hanafi adalah: 1. Al-
Qur'an; 2. As-Sunnah; 3. Aqwalus Sahabat (Fatwa-fatwa sahabat); 4. Ijma'; 5. 
Qiyas; 6. Istihsan dan 7. 'Urf. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan 
dengan para imam yang lain. Semua imam sepakat tentang keharusan merujuk 
pada Al-Qur'an dan sunnah, yang membedakan dasar-dasar pemikiran Imam 
Hanafi dengan imam lain sebenarnya  terletak pada kegemaran menyelami 
suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi 
sasaran utama disyari'atkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah 
penggunaan teori qiyas, istihsan, 'urf (adat-istiadat), teori kemaslahatan  dan 
lainnya. 
Kaidah-kaidah umum (ushul kulliyah) yang menjadi dasar 
pemikiran fiqhiyyah tercermin dalam perkataan beliau, seperti yang dituliskan 
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oleh Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani (1987:91) membagi cara ijtihad Abu 
Hanifah menjadi dua, yaitu cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang 
tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok dapat diringkas sebagai berikut: 
ا ذ خر تكرا تاهلل ا ًٔ  ا ا     ر خ تساٌ ح زساْ هللا  خا جد ٍ اَ٘ ا لن ا ا ّجد ذَ الو 
حا ح عٌَ ا ص م ّاال ثا ز ا ا لان ا جاد  لث قاا خ ااا ذ د ااٖ ا ٗاد الرأ اشا لص 
سْهللا  ص م ا اٖ كرا ب  ّال سٌ ح ا صحا تَ هاي ئا د  خر خ تقْهللا ا لس 
تاسا ُا٘ن  ٔ اهاسا لا ًرِٔ اال ا ا ذ ا الٔ قْهللا غ٘سُن ا ثن  ال اخسج هي قْلِن ا
 لوسا٘ ة الأ ا ى ا جرِاد كواا ا لحسي ّا تي سا٘سٗي ّ ساع٘د تاي ا ٖ الش  ث ّا
 جرِد ّا
17
 
 
Artinya: "Sesungguhnya saya berpegang kepada kitabullah jika saya 
menemukannya. Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah 
saya berpegang kepada sunnah Rasulallah saw dan atsar-atsar 
yang shahih yang berkembang di antara orang-orang 
kepercayaan. Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah 
dan sunnah Rasulallah saw, saya berpegang kepada pendapat-
pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat sahabat yang 
saya kehendaki dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. 
Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada pendapat 
yang bukan sahabat. Kalau urusan itu telah sampai kepada 
Ibrahim, asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirrin dan Sa'id al-
Musayyab, maka sayapun berijtihad sebagaimana mereka 
berijtihad." 
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BAB IV 
ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG GUGURNYA NAFKAH 
SEBAB KADALUARSA 
 
A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Sebab 
Kadaluarsa 
   Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab III, menurut 
Ibnu Abidin bahwa nafkah lalu yang belum sempat diberikan suami kepada 
isterinya secara otomatis menjadi gugur dengan berlalunya waktu atau masa. 
Dengan begitu, kewajiban seorang suami dalam hal memberikan nafkah 
menjadi tidak ada, kecuali dengan adanya ketetapan dari hakim (tercacat di 
pengadilan) maupun kesepakatan antara kedua belah pihak (suami dan isteri). 
Apabila sudah ada  dua hal tersebut (ketetapan oleh hakim dan kesepakatan 
kedua belah pihak) maka nafkah yang lalu menjadi hutang yang menjadi 
beban tanggungan oleh seorang suami walaupun dengan berlalunya waktu 
atau masa. 
Dalam kitab Radd al-Muhtar diterangkan bahwa: 
لاة  ضااا ااا هعٌاال ااا ي اا و كا ى حاا ب عٌها ا ى غا ا لن يٌفق عليها تا ذ ا
ج لود تها تل تسقط توضى ا  ّ 
1
 
Artinya: "Apabila suami tidak menafkahi, baik suami ghoib (tidak berada di 
rumah) maupun berada di rumah tapi menolak memberi  maka hak 
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nafkah tidak bisa dituntut tetapi gugur dengan berlalunya waktu 
atau masa." 
   
Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwasanya pendapat dari 
Ibnu Abidin tersebut tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat pada 
waktu itu. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang. yang 
mana dari segi penghasilannya tidak tetap, maka akan berdampak pada hal 
pemberian nafkah. Alangkah tidak bijaksananya seorang Ibnu Abidin yang 
notabene ulama besar menggugurkan nafkah begitu saja, padahal pemberian 
nafkah kepada seorang isteri itu adalah suatu kewajiban. Menurut hemat 
penulis bahwasanya disyariatkannya nafkah adalah untuk mencukupi 
kebutuhan isteri dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga dapat mencukupi 
dan memenuhi kebutuhan sendiri walaupun belum sempat diberi nafkah oleh 
suami, dan isteri dapat memenuhi kebutuhan sendiri maka hak nafkahnya 
menjadi hilang  sepanjang ada komunikasi antara kedua belah pihak  
Untuk selanjutnya, Ibnu Abidin juga berpendapat mengenai 
batasan waktu yang menentukan apakah nafkah yang lalu itu menjadi gugur 
atau menjadi hutang suami, dalam kitabnya diterangkan: 
 ا لٌفقح ها د و ى ا لش ها ال تسقط ى   ا   
2
 
Artinya: "Nafkah untuk jangka waktu kurang dari satu bulan tidaklah gugur" 
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Berdasarkan kutipan  tentang batasan waktunya di atas, bahwa 
apabila nafkah yang belum sempat dibayarkan untuk jangka waktu kurang dari 
satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan, tidaklah gugur. Hal tersebut 
dikarenakan keterlambatan sebentar sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari 
sebab jika gugur hanya karena berlalunya beberapa hari saja, maka nafkah 
tidak akan diambil sama sekali. Dikarenakan sebagian besar masyarakatnya 
berprofesi sebagai pedagang, maka batasan waktu lebih dari satu bulan 
merupakan waktu yang sudah cukup lama dan bijaksananya untuk suami 
dalam hal memberikan nafkah.   
Jadi nafkah yang belum dibayarkan untuk waktu yang lalu menjadi 
gugur, apabila pihak suami belum sempat memberikan nafkah terhadap istri 
dengan berlalunya waktu lebih dari satu bulan sejak nafkah itu tidak diberikan, 
tanpa ketetapan hakim (tercacat di pengadilan) maupun kesepakatan oleh 
kedua belah pihak (suami dan istri). Bisa saja dalam hal gugurnya kewajiban 
nafkah dari suami dikarenakan nafkah yang lalu dianggap sudah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, dengan begitu akan meringankan beban suami 
dalam hal pemberian nafkah. Dan yang terpenting hal tersebut dilakukan 
dengan melihat keadaan sosial masyarakat yang dianggap lebih baik.  
 Dalam hal ketetapan oleh hakim (tercacat di pengadilan) bahwa 
seorang suami telah berhutang nafkah kepada isterinya, menurut hemat 
penulis sangatlah efektif sekali. Jika dikaitkan dengan realitas pelaksanaan 
penuntutan nafkah oleh seorang isteri di Indonesia sekarang khususnya di 
pengadilan masih relevan. Maka pendapat ini masih bisa diterapkan agar 
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seorang isteri secara legal formal memiliki kekuatan hukum yang kuat dan 
pasti dalam hal penuntutan nafkah dalam hal sengketa nafkah dalam keluarga. 
Selain itu juda dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah, serta menjalin komunikasi antara suami dan isteri.  
Pendapat Ibnu Abidin berbeda dengan pendapat jumhur ulama 
pada umumnya, menurut mereka (jumhur ulama) mengatakan bahwa nafkah 
atas isteri ditetapkan sebagai hutang yang menjadi tanggungan suami, betapa 
pun lamanya waktu yang harus dibayar, sepanjang persyaratan telah dipenuhi, 
baik suami dalam keadaan kesulitan maupun tidak dan ditetapkan oleh hakim 
maupun tidak ditetapkan.
3
  
Sedangkan menurut Maliki mengatakan apabila isteri menuntut 
nafkah waktu yang telah lewat (berlaku surut), sedangkan suaminya mampu 
untuk memenuhinya, maka isteri berhak atas nafkah bagi masa yang telah 
lewat itu, sekalipun hakim tidak menetapkannya. Sedangkan bila suami dalam 
keadaan kesulitan dan tidak mampu memenuhi nafkah tersebut, maka dia 
tidak berhak atas nafkah untuk waktu yang telah lewat itu. Sebab bagi 
pengikut mazhab ini, kesulitan suami menggugurkan kewajiban membayar 
nafkah. Sedangkan bila kesulitan itu datang sesudah dia mampu membayar, 
maka kewajiban memberi nafkah untuk masa-masa ketika dia berada dalam 
kesulitan itu menjadi gugur, sedangkan untuk masa-masa ketika dia tidak 
berada dalam kesulitan tetap menjadi tanggungan suami. 
4
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Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan dan digariskan oleh 
jumhur ulama di atas, bahwa nafkah yang lalu tetap menjadi hutang dan 
menjadi tanggungan suami, betapa pun lamanya waktu yang harus dibayar, 
sepanjang persyaratan telah dipenuhi, baik suami dalam keadaan kesulitan 
maupun tidak dan ditetapkan oleh hakim maupun tidak ditetapkan. Sedangkan 
menurut Maliki mengecualikan, pada waktu suami dalam kesulitan dan tidak 
mampu memenuhi nafkah tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkah untuk 
waktu yang telah lewat itu  (tidak berlaku surut). Hal tersebut berbeda dengan 
yang dipahami Ibnu Abidin. 
Pada dasarnya, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap 
isterinya apabila syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah telah terpenuhi. 
Manakala suami telah berkewajiban memberi nafkah kepada isteri karena 
sudah memenuhi syarat, tetapi kemudian suami tidak membayar maka nafkah 
itu menjadi hutang. Hutang itu tidak gugur kecuali apabila sudah dilunasi atau 
dibebaskan oleh isterinya. Hal tersebut sebagaimana menurut pendapat Imam 
Syafi'i. 
Di Indonesia banyak sekali problem-problem permasalahan dalam 
keluarga. Sekarang sebagian besar masyarakat yang mencari nafkah (bekerja) 
adalah dari pihak wanita (isteri), terbukti banyaknya karyawan-karyawan 
wanita yang bekerja di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, dan garmen-
garmen, bahkan sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri adalah wanita. 
Hal tersebut dilakukan untuk dapat menopang keberlangsungan hidup 
keluarga di tengah sulitnya perekonomian sekarang ini, dan juga untuk 
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membantu suami dalam hal mencari nafkah. Sekarang tidak selamanya yang 
mencari nafkah adalah dari pihak laki-laki (suami), tetapi juga dari pihak 
wanita (isteri)  
Sehubungan dengan pendapat Ibnu Abidin yang telah diterangkan 
dalam bab III, bahwa nafkah itu gugur dengan sendirinya dengan berlalunya 
waktu tanpa ketetapan dari hakim dan kesepakatan kedua belah pihak. 
Menurut hemat penulis, pendapat dari Ibnu Abidin masih relevan dalam 
kehidupan sekarang. Apabila seorang suami belum memberikan nafkah 
kepada isterinya, sedangkan isterinya sudah bekerja sendiri yang bertujuan 
membantu perekonomian keluarga, maka nafkah yang lalu dianggap sudah 
tidak lagi menjadi hak isteri sepanjang adanya komunikasi antara suami dan 
isteri. Dan yang terpenting nafkah yang lalu dianggap sudah mencukupi dan 
memenuhi kebutuhan, agar terhindar dari pemberian nafkah yang berlebihan 
dan sekaligus ikut meringankan beban suami di tengah sulitnya perekonomian 
dewasa ini. 
Pada dasarnya disyariatkannya nafkah itu secara ma'ruf (tidak 
kurang dan tidak lebih), untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga guna 
mencapai keutuhan dan kesejahteraan hubungan keluarga. Sebagaimana 
ditegaskan Allah dalam firman-Nya yang bunyinya kurang lebih sebagai 
berikut: 
 
 لوعاوف ال تكلف ًفس اال  وسعها  له رزقهي  وكسىتهي  تا لوىلىد وعلى ا   
 (322) الثقاج : 
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Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya". (Q.S. al-Baqarah : 233)
5
 
 
Terlepas dari pengertian nafkah yang ada, satu hal yang prinsip 
harus dipegangi dalam syari'at nafkah adalah tujuan nafkah yaitu mencukupi 
kebutuhan keluarga untuk menciptakan kesejahteraan dan keutuhan hubungan 
dalam keluarga. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik apabila antara 
suami dan isteri saling berkomunikasi, pengertian, serta saling memahami 
keadaan, sehingga keretakan dalam rumah tangga pun tidak akan terjadi.  
 
Dari uraian tersebut di atas, penulis simpulkan bahwa nafkah lalu 
yang belum diberikan oleh suami menjadi gugur. Hal tersebut bertujuan agar 
seorang suami tidak terlalu berat memikul beban nafkah, karena sekarang dari 
pihak wanita (isteri) sudah pada bekerja untuk dapat membantu mencukupi 
perekonomian dalam keluarga. Dan setidaknya dapat mengurangi beban 
kebutuhan di tengah kondisi yang serba sulit ini, sepanjang adanya 
komunikasi antara kedua belah pihak (suami dan isteri). Apabila ada suatu 
masalah nafkah, alangkah lebih baiknya penuntutan nafkah tersebut dengan 
sepengetahuan hakim dan kesepakatan kedua belah pihak  setelah memenuhi 
syarat-syarat tertentu, agar setiap persoalan itu menjadi jelas dan transparan 
serta memiliki kekuatan dan bukti secara hukum yang kuat.  
 
                                                 
5
 Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahannya , Semarang : CV. Al-Waah,  
t.th.,  hlm. 57  
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B. Analisis Metode Istimbath hukum Ibnu Abidin Tentang Gugurnya 
Nafkah Sebab Kadaluarsa 
Sebagaimana telah penulis analisis mengenai pendapat Ibnu Abidin 
tentang gugurnya nafkah sebab berlalunya waktu (kadaluarsa), di mana hal 
tersebut tidak lepas dari metodologi beliau dalam beristinbath. Oleh karena 
itu, penulis akan menganalisis metode beliau dalam beristinbath tentang 
masalah tersebut di atas. 
Adapun Ibnu Abidin sebagai ulama penerus mazhab Hanafi 
generasi akhir dalam beristinbath hukum mengikuti pendiri mazhabnya yaitu 
Imam Abu Hanifah. Beliau (Abu Hanifah) dalam menentukan hukum pada 
umumnya menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut: 
1. Al-Qur'an 
2. Al-Sunnah 
3. Fatwa-fatwa sahabat (aqwalus sahabat) 
4. Ijma' 
5. Qiyas 
6. Istihsan, dan 
7. 'Urf 
6
  
Dalam menentukan hukum pada masalah yang diperselisihkan, 
para sahabat Abu Hanifah mengambil salah satu pendapat yang diterimanya 
dan lebih dekat kepada apa yang diistinbathkan dari al-Qur'an dan al-hadits. 
Beliau menggunakan qiyas, istihsan dan yang terakhir 'urf masyarakat 
                                                 
6
Hasbi As-Shiddiqy,  Pokok-pokok Pegangan Imam –imam Mazhab, Jilid I,  Jakarta: 
Bulan Bintang,  1973,  hlm.  137  
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setempat.
7
 Maka Ibnu Abidin menggunakan istihsan dalam beristinbath 
hukum tentang gugurnya nafkah sebab berlalunya waktu. 
Dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba menganalisa dengan 
istihsan sebagai teori dalam masalah nafkah yang lalu. Adapun yang 
dimaksud dengan istihsan adalah menurut bahasa adalah menganggap sesuatu 
itu baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, istihsan adalah berpalingnya 
seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang nyata kepada tuntunan qiyas yang 
samar atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian ada dalil 
yang menyebabkan ia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini.
8
 
Dan juga, istihsan adalah suatu bentuk ijtihad bi al-ra'yi yang lebih maju, yang 
muncul tidak lain adalah disebabkan desakan perkembangan sosial.
9
     
Dari definisi istihsan di atas, jelas istihsan terbagi menjadi dua 
macam, yaitu pentarjihan qiyas yang tersembunyi atas qiyas nyata karena 
adanya suatu dalil dan pengecualian kasuistik dari suatu hukum umum dengan 
adanya suatu dalil.
10
 Dalam hal nafkah yang lalu, pada umumnya tidak gugur 
dengan berlalunya waktu (kadaluarsa) karena masih menjadi kewajiban dan 
tanggungan suami untuk diberikan. Namun karena ada pengecualian bahwa 
nafkah itu dianggap silah 
11
 layaknya hibah dan bukanlah 'iwadh, yang mana 
hak nafkah tersebut belum bisa dimiliki sebelum sesuatu hak tersebut belum di 
                                                 
7
Ibid.  
8
Abdul Wahab Khallaf,  Ilmu Ushul Fiqh , terj., Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib,  
Semarang: Dina Utama, Cet. I,  1994,  hlm. 110  
9
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Al-Ahkam,Semarang: Fakultas Syari'ah, 
1991, hlm. 4  
10
Ibid.  
11
Silah adalah menyampaikan sesuatu jenis dari kebaikan (yang sifatnya hanyalah 
pemberian dan bukanlah suatu kewajiban). Ibnu Hajar, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, Kuwait: Wizarah 
al-Aufaq wa as-Suun al-Islamiah  
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berikan oleh suami kepada isteri, sehingga hak nafkah tersebut dapat gugur 
dengan sendirinya dengan berlalunya waktu, tanpa ketetapan oleh hakim atau 
kesepakatan kedua belah pihak (suami dan isteri). Dan juga, dengan 
dianggapnya nafkah sebagai silah, yang mana nafkah hanya sebatas 
pemberian, maka kewajiban nafkah dapat gugur dengan berlalunya waktu. 
Pada dasarnya penarikan suatu hukum bersumber dari kaidah menarik segala 
yang bermaslahat. Jadi dalam istihsan ini lebih cenderung pada istihsan yang 
karena pengecualian kasuistik dengan adanya dalil. 
Dengan demikian menjadi jelas bahwa pada hakikatnya istihsan 
bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum 
istihsan bentuk yang pertama dari kedua bentuknya berdasarkan qiyas yang 
tersembunyi yang mengalahkan terhadap qiyas yang jelas, karena adanya 
beberapa faktor yang memenangkan yang membuat tenang hati si mujtahid, 
sedangkan bentuk yang kedua adalah bahwa dalilnya adalah maslahat yang 
menuntut pengecualian kasuistik dari hukum umum. Mereka yang 
mempergunakan hujjah istihsan kebanyakan dari ulama hanafiah dan salah 
satunya Ibnu Abidin ini dengan alasan bahwasanya beristidlal dengan istihsan 
merupakan istidlal dengan qiyas yang nyata, atau ini merupakan pentarjihan 
suatu hukum atas qiyas atau qiyas yang kontradiksi dengannya, dengan 
adanya dalil yang menuntut pentarjihan ini, atau ini merupakan istidlal dengan 
kemaslahatan umum berdasarkan pengecualian kasuistik dari hukum yang 
umum. Semuanya ini merupakan istidlal yang sahih. 
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Berdasarkan keterangan di atas penulis juga sependapat dengan 
metode pengambilan hukum atau istinbath hukum Ibnu Abidin dalam 
menggugrkan nafkah yang lalu sebab kadaluarsa. Dalam pengambilan hukum 
pada dasarnya berdasar pada kaidah fiqh yang berbunyi: 
 د رع ا لوفا سد هقد  م على جلة ا لوصا لح
Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik 
kemaslahatan ".
12
 
    Dari kaidah di atas dimaksudkan, bahwa nafkah yang lalu 
dianggap gugur dengan berlalunya waktu untuk mencapai kemaslahatan dan 
kemudahan bagi suami pada khususnya dan keluarga pada umumnya.  Apabila 
nafkah tersebut tidak dianggap gugur, maka akan memberatkan suami dalam 
hal pemenuhan nafkah, sedangkan sekarang kebanyakan pihak wanita (isteri)  
ikut bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan, dan setidaknya dapat 
mengurangi beban dari suami. Dan juga kalau suami dituntut terus untuk 
memberi nafkah, sedangkan kondisi perekonomian bangsa yang serba sulit, 
maka akan terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya komunikasi dan akibat 
yang fatal adalah perceraian.  
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Imam Musbikin,  Qawa'id al-Fiqhiyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
   Setelah penyusun mengkaji dan mengadakan penelitian tentang 
gugurnya nafkah sebab kadaluarsa (berlalunya waktu) yang telah disampaikan 
Ibnu Abidin dan setelah menganalisa pendapat tersebut dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Menurut pendapat Ibnu Abidin, bahwa nafkah yang lalu  menjadi gugur 
dengan sendirinya dikarenakan dengan berlalunya waktu (lebih dari satu 
bulan), dimana tanpa ada ketetapan dari hakim (tercacat di pengadilan) 
maupun kesepakatan kedua belah pihak (antara suami dan isteri). 
Terkecuali apabila kurang dari satu bulan sejak nafkah itu diterimakan 
kepada isteri maka nafkah yang telah lewat itu tidak gugur karena 
keterlambatan untuk beberapa hari itu adalah hal yang lumrah, dan juga 
apabila sudah  ditetapkan dari hakim dan sudah ada kesepakatan dari 
kedua belah pihak (antara suami dan isteri), maka nafkah yang lalu tetap 
menjadi hutang yang menjadi beban tanggungan dari suami. Memang 
disyariatkannya nafkah adalah suatu kewajiban yang menjadi tanggungan 
suami yang konskuensinya apabila nafkah itu tidak diberikan akan 
menjadi hutang, tetapi ada satu hal yang menjadikannya menjadi tidak 
hutang yaitu dengan berlalunya waktu. Hal tersebut dikarenakan, menurut 
Ibnu Abidin bahwa nafkah itu silah seperti halnya hibah, yang mana 
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nafkah itu belum menjadi hak isteri sebelum nafkah itu diterimakan oleh 
suami, dengan begitu nafkah yang lalu itu akan gugur dengan sendirinya 
dengan berlalunya waktu atau masa. Berbeda dengan jumhur ulama, 
menurut mereka (jumhur ulama) mengatakan bahwa nafkah itu adalah 
‘iwadh (pertukaran) yang menuntut adanya suatu ganti, dengan begitu 
nafkah atas isteri ditetapkan sebagai hutang yang menjadi tanggungan 
suami, betapa pun lamanya waktu yang harus dibayar, sepanjang 
persyaratan telah dipenuhi, baik suami dalam keadaan kesulitan maupun 
tidak dan ditetapkan oleh hakim maupun tidak ditetapkan. 
2. Istinbath hukum Ibnu Abidin yang mendasar ialah dalam menarik 
kesimpulan hukum, beliau selalu menyerukan penggunaan akal pikiran 
dalam memecahkan kasus-kasus yang tidak terdapat nashnya di dalam al-
Qur’an dan Al-Sunnah, yaitu dengan membandingkan kasus-kasus yang 
telah dinashkan ketentuan hukumnya. Dalam hasil pembandingan itu, 
beliau menetapkan kesimpulan hukum sebatas hal itu akan dapat 
mendatangkan kemaslahatan bagi umat, selaras dengan adapt dan tradisi 
yang berlaku, selagi hal itu tidak menyalahi jiwa syari’at dan ketetapan-
ketetapan hukum yang telah dinashkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah. 
Intinya didasarkan pada kaidah memberikan kemudahan dalam ibadah dan 
muamalah, mengutamakan kemaslahatan umum, serta memberikan 
kebebasan bertindak atas suatu hal.   
3. Menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Abidin tentang gugurnya nafkah 
sebab berlalunya waktu, untuk sekarang ini juga masih relevan dan 
64 
mendatangkan maslahat karena problem nafkah sekarang ini semakin 
kompleks yang  berbeda dengan waktu dulu. Di mana pengajuan tuntutan 
nafkah untuk sekarang jika tanpa ketetapan oleh hakim maupun tercatat di 
pengadilan dan tidak dibuktikan dengan surat-surat atau akta otentik 
tentang status suami isteri, akan membuka peluang terjadinya pemerasan 
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya 
pada diri si pelaku. Karena suatu pendapat yang secara teoritis, baik dari 
segi metodologi maupun normative mempunyai nilai kehujjahan yang kuat 
tidak selamanya aplikatif, tetapi harus diuji lebih dahulu pada suatu 
realitas sosial dengan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan universal 
sebagaimana yang dikehendaki oleh syari’ dan pensyariatan suatu hukum.    
B.  Saran-saran 
1. Agar tujuan pensyariatan nafkah itu tercapai diantaranya demi 
menciptakan kesejahtraan dan suasana yang harmonis dalam keluarga, 
maka seyogyanya seorang suami harus lebih bertanggung jawab dalam hal 
pemberian nafkah. 
2. Kepada pihak pemerintah yang di sini diwakili oleh pihak pengadilan 
agama untuk lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa nafkah sesuai 
dengan ketentuan hukum agama yang pasti dan juga berdasarkan rasa 
kebenaran dan keadilan yang tinggi agar tercipta keputusan yang akan 
memihak salah satu pihak. 
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3. Cita-cita ideal tersebut tidak akan mungkin terwujud tanpa didukung oleh 
adanya kesadaran dari diri sendiri untuk menafkahi terhadap sebuah 
keluarga. 
 
C.  Penutup 
Puji syukur kembali penulis haturkan dan panjatkan ke hadirat 
Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi serta alam seisinya 
yang diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia, 
bahwa penulisan skripsi ini telah selesai tanpa aral yang berarti. 
Sebagai penutup penulis sadar bahwa pembahasan dalam bentuk 
skripsi ini hanya sebuah kajian hukum Islam yang terkecil dan sederhana dari 
bahasan Islam yang sangat komprehensip, karena itu kritik konstruktif dan 
saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan di 
masa mendatang. 
Dan yang terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya. Amin.     
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